KABUPATEN PANGANDARAN

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTOR_AT _
TAHUN ANGGARAN 2026




PERJANJIAN KINERJA
Eselon Il dengan Bupati

INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2026




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP

Jabatan . Inspektur

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama © Hj. CITRA PITRIYAMI, S.H.

Jabatan . Bupati Pangandaran

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai
Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi , 5 Januari 2026
PIHAK KEDUA PIHAK PERTA
BUPATI P NDARAN INSPEKTUR

Hj. CITRA PITRIYAMI, S.H. H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGANDARAN

Pendampingan dan
Asistensi

I Meningkatnya Tata Kelola | Indeks Integritas Nasional 72.37 Poin
Pemerintahan yang Bersih
dan berintegritas

1. | Meningkatnya kualitas Persentase Peningkataan 85.14 Persen
pengawasan dalam ketaatan terhadap
penyelenggaraan Peraturan
pemerintahan Perundang-undangan

2. | Meningkatnya Kualitas Tingkat Maturitas SPIP 3 Level

Perumusan Kebijakan,

3. | Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja

Nilai LHE AKIP Inspektorat 71.99 Poin

Dan Asistensi

Inspektorat
1 Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp. 4.080.066.429,00
2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Rp. 2.934.019.328,00

3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 9.007.443.157,00

Kabupaten/Kota
Jumlah | Rp. 16.021.528.914,00
Parigi , 5 Januari 2026
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

BUPATI PANGANDARAN

Hj. CIT ITRIYAMI, S.H.

INSPEKTUR

H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP



PERJANJIAN KINERJA
Eselon lll dengan Eselon I

INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . SYARIF HIDAYAT, SH, M.Si

Jabatan . Sekretaris

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP

Jabatan . Inspektur

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai
Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR SEKRETARIS
/)
.. L/

H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP SYARIF HIDAYAT, SH, M.Si



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT

KABUPATEN PANGANDARAN

‘ Meningkatnya kualitas tata Persentase sarana pasarana kantor
kelola operasional pemerintah yang terpenuhi
Daerah Persentase Laporan keuangan 100 Persen
dengan kualitas yang baik
| Persentase Cakupan layanan 100 Persen
] kepegawaian
Persentase Perencanaan dan 100 Persen
evaluasi kinerja yang berkualitas
2 | Meningkatnya kualitas Persentase perencanaan kinerja 100 Persen
penyusunan dokumen yang disusun tepat wakiu
perencanaan, penganggaran, Persentase dokumen penganggaran 100 Persen
dan evaluasi kinerja Perangkat kinerja yang disusun tepat waktu
Daerah sesuai ketentuan Persentase dokumen evaluasi 100 Persen
| kinerja yang disusun tepat wakiu
3 Meningkatnya kualitas Persentase unit kerja yang 100 Persen
penyediaan dokumen menyusun laporan kinerja keuangan
administrasi keuangan perangkat | dengan baik
| daerah !
4 | Meningkatnya kualitas Persentase barang milik daerah 100 Persen |
penatausahaan barang milik pada perangkat daerah dalam
| daerah kondisi baik
5 | Meningkatnya Kualitas Layanan | Persentase Administrasi 100 Persen
Kepegawaian Perangkat Daerah | kepegawaian Perangkat Daerah
yang baik -
6 | Meningkatnya kualitas layanan Persentase Administrasi umum 100 Persen
administrasi umum perangkat Perangkat Daerah yang baik
| daerah
7 | Meningkatnya kualitas Persentase pengadaan Barang Milik 100 Persen
pengadaan Barang Milik Daerah | Daerah yang terealisasi
Penunjang Urusan Pemerintahan |
8 | Meningkatnya kualitas Persentase jasa penunjang urusan 100 Persen
penyediaan jasa penunjang pemerintahan yang disediakan
urusan pemerintahan daerah
8 | Meningkatnya Kesiapan/ Persentase jasa penunjang urusan 100 Persen
Readiness Barang Milik Daerah | pemerintahan yang disediakan
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
10 | Meningkatnya penyelenggaraan | Persentase Tindak Lanjut 85.14 Persen
pengawasan Rekomendasi BPK dan APIP |
11 | Terselenggaranya Pengawasan Persentase Laporan Pengawasan 100 Persen
Internal Internal yang dilaksanakan sesuai
i PKPT |




Meningkatnya kualitas Nilai kapabilitas APIP
perumusan kebijakan,
pendampingan, dan asistensi

3.29 Poin

13

rumusan kebijakan/fasilitasi selesai tepat waktu
keijakan teknis di bidang
pengawasan

Terselenggaranya penyusunan ' Persentase kebijakan teknis yang

100 Persen

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp.  9.007.443.157,00
Kabupaten/Kota
1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat | Rp. 122.800.000,00
Daerah
1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 7.194 974 369,00
1.3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp. 7.738.900,00
1.4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 273.500.000,00
1.5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 336.984.788,00
16 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang | Rp. 726.325.300,00
Urusan Pemerintah Daerah
1.7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | Rp. 205.793.800,00
Pemerintahan Daerah
1.8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Rp. 139.325.000,00
Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp. 470.330.629,00
21 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Rp. 470.330.629,00
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Rp. 972.700.000,00
Asistensi
31 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Rp. 972.700.000,00
_ Fasilitasi Pengawasan
|_ Total | Rp. 10.450.473.786,00
Parigi, 5 Januar 2026
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR SEKHETAI?!S

H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP

ﬁ_,-'
k.

SYARIF HIDAYAT, SH, M.Si




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGENG PURWOSUWOYO, S.T, M.M

Jabatan . PIt. Inspektur Pembantu |

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP

Jabatan . Inspektur

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai
Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 13 Januari 2026
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR Pit. INSPEKTUR PEMBANTU |

H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP SUGEN SUWOYO, 5.T, M.M




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGANDARAN

Meningkatnya Persentase Hasil Pengawasan 100 Persen
penyelenggaraan Nilai LHE AKIP komponen evaluasi 18.38 Poin
pengawasan akuntabilitas kinerja internal
2. | Terselenggaranya Persentase Laporan Pengawasan 100 Persen
Pengawasan internal Internal yang dilaksanakan sesuai PKPT
. Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp. 855.400.000,00
1.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Rp. 885.400.000,00
Total Rp. 855.400.000,00
Parigi, 13 Januari 2026
PIHAK KEDUA ' PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR Plit. INSPEKTUR PEMBANTU |

\ /

H.M MAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP SUGENG YO, S.T, M.M



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . YOSE HERLIANINGSIH, S.IP.M.M
Jabatan . PR Inspektur Pembantu II

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP
Jabatan . Inspektur

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai
Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 26 Januari 2026
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR Plt. INSPEKTUR PEMBANTU ||

/ mer /. ;—76
\ L]
YOSE HERLIANINGSIH, S.IP.,M.M

H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGANDARAN

Meningkatnya Persentase Hasil Pengawasan 100 Persen
penyelenggaraan Nilai LHE AKIP komponen evaluasi 18.38 Poin
pengawasan akuntabilitas kinerja internal
2. | Terselenggaranya Persentase Laporan Pengawasan 100  Persen
Pengawasan Internal Internal yang dilaksanakan sesuai PKPT
1. Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp. 1.043.200.000,00
1.1 | Penyelenggaraan Pengawasan Intemnal . Rp. 1.043.200.000,00
Total Rp. 1.043.200.000,00

Parigi, 26 Januari 2026
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR - Pt EKTUR PEMBANTU Il

) /m[;-_;ﬁ

H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S5.Pt., MP E HERLIANINGSIH, S.IP.,M.M



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama - ADE KUSWAYA, S.T..M.M

Jabatan . Inspektur Pembantu il

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP

Jabatan . Inspektur

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuali
Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 5 Januari 2026
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR INSPEKTUR PEMBANTU Il

‘ o

H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP ADE KUSWAYA, S.T.M.M



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

INSPEKTORAT

KABUPATEN PANGANDARAN

Meningkatnya Persentase Hasil Pengawasan 100 Persen
penyelenggaraan Nilai LHE AKIP komponen evaluasi 1838 Poin
pengawasan akuntabilitas kinerja internal
2. | Terselenggaranya Persentase Laporan Pengawasan 100  Persen
Pengawasan Internal Internal yang dilaksanakan sesuai PKPT
3. | Meningkatnya kualitas Manajemen Resiko Indeks (MRI) 3487 Poin
perumusan kebijakan,
pendampingan, dan
asistensi
4 | Terlaksananya Persentase Laporan Pendampingan dan 100  Persen
Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan sesuai
Asistensi PKPT
1. Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp. 354.080.000,00
1.1 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal Rp. 354.080.000,00 |
2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Rp. 454.952.000,00
dan Asistensi
2.1 | Pendampingan dan Asistensi Rp. 454.952.000,00
Total Rp. 809.032.000,00
Parigi, 5 Januari 2026
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR INSPEKTUR PEMBANTU lII

W

H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S5.Pt., MP ADE KUSWAYA, 5.T.,M.M




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama . ATI SETIAWATI, S.IP

Jabatan . Kasubag Administrasi dan Umum
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Nama . SYARIF HIDAYAT, SH, M.Si
Jabatan . Sekretaris

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai
Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
{sEKRETA[als KASUBAG ADUM

J'L‘#

SYARIF HIDAYAT, SH, M.Si ATI SETIAWATI, S.IP




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGANDARAN
H
1. | Meningkatnya kualitas Persentase unit kerja yang 100 Persen |
penyediaan dokumen menyusun laporan kinerja
administrasi keuangan keuangan dengan baik
perangkat daerah
2. | Meningkatnya kualitas ‘Persentase barang milik 100 Persen
penatausahaan barang milik | daerah pada perangkat
daerah daerah dalam kondisi baik
3. | Meningkatnya Kualitas Persentase Administrasi 100 Persen
Layanan Kepegawaian kepegawaian Perangkat
Perangkat Daerah Daerah yang baik
4, | Meningkatnya kualitas Persentase Administrasi 100 Persen
layanan administrasi umum umum Perangkat Daerah
perangkat daerah yang baik
5. | Meningkatnya kualitas Persentase pengadaan 100 Persen
pengadaan Barang Barang Milik Daerah yang
Milik Daerah Penunjang terealisasi
Urusan Pemerintahan
6. | Meningkatnya kualitas Persentase jasa penunjang 100 Persen
penyediaan jasa penunjang | urusan pemerintahan yang
urusan pemerintahan daerah | disediakan
7. | Meningkatnya Kesiapan/ Persentase jasa penunjang 100 Persen
Readiness Barang Milik urusan pemerintahan yang
Daerah Penunjang Urusan disediakan
Pemerintahan Daerah
TUGAS TAMBAHAN
1. | Meningkatnya kualitas 1. Persentase perencanaan 100 Persen
penyusunan dokumen kinerja yang disusun tepat
| perencanaan,penganggaran, waktu
' dan evaluasi kinerja 2. Persentase dokumen 100 Persen
' Perangkat Daerah penganggaran kinerja yang
' sesuai ketentuan disusun tepat waktu
| 3. Persentase dokumen 100 Persen
evaluasi kinerja yang
disusun tepat waktu
2 | Terselenggaranya penyusunan | Persentae kebijakan teknis 100 Persen
rumusan kebijakan/ fasilitasi yang selesai tepat waktu
keijakan teknis di bidang ]
pengawasan




Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | Rp. 122.800.000,00
Perangkat Daerah

1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Rp. 4.151.000,00
Daerah

1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp. 3.185.600,00

1.1.3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rp. 3.100.500.00
RKA-SKPD

1.1.4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp. 3.100.500,00 |

1.1.5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Rp. 3.100.500,00

1.1.6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | Rp. 93.470.000,00
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 12.691.800,00

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 7.194.974.369,00

1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 7.181.540.769,00

1.22 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi | Rp. 8.500.000,00
Keuangan SKPD

1.2.3 | Koordinasi dan Penyusunan-Laporan Keuangan Akhir Rp. 1.343.800,00
Tahun SKPD

124 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Rp. 3.589.800,00

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Em?m Milik Daerah pada Perangkat Rp. 7.739.900,00
Daerah

1.3.1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Elarang Milik Rp. 2.000.000,00
Daerah SKPD

1.3.2 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Rp. 3.999.900,00
Daerah pada SKPD

1.3.3 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 1.740.000,00

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 273.500.000,00

1.4.1 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistern Informasi Rp. 2.500.000,00
Kepegawaian

1.4.2 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp. 12.000.000,00

143 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas | Rp. 259.000.000,00
dan Fungsi

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 336.984.788,00

1.5.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Rp. 6.669.600,00
Bangunan Kantor |

1.5.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 39.083.600,00

1.5.3 [ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 19.999.800,00

1.54 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | Rp. 12.379.788,00
undangan

155 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp. 15.000.000,00

158 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rp. 241.352 000,00 |
SKPD

1.5.7 | Dukungan Pelaksanaan Sistem F‘emenn!ahan Rp. 2.500.000,00
Berbasis Elekironik pada SKPD -




Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Rp. 726.325.300,00
Pemerintah Daerah
1.6.1 | Pengadaan Mebel Rp. 143.083.600,00
1.6.2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 423.241.700,00 |
1.6.3 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 160.000.000,00
1.7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Rp. 205.793.800,00
Daerah ‘ [
1.7.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 1.500.000,00
1.7.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan | Rp. 60.600.000,00 |
Listrik '
1.7.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 143.693.800,00
1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Rp. 139.325.000,00 |
Urusan Pemerintahan Daerah
1.8.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Rp. 38.330.000,00
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
'1.8.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Rp. 88.995.000,00
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan
1.8.3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 12.000.000,00
21 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Rp. §72.700.000,00
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
(211 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Rp. 911.200.000,00
2.1.2 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Rp. 61.500.000,00
Pengawasan
Total Rp. 9.980.143.157,00
Parigi, 5 Januari 2026
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
et KASUBAG ADUM
Ak

SYARIF HIDAYAT, SH, M.Si

ATI SETIAWATI, S.IP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . SUBARNAS, S$.Sos, SH, M.SE

Jabatan . Inspektur Pembantu KHUSUS

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama . H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP

Jabatan . Inspektur

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai
Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 5 Januari 2026
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR INSPEKTUR PEMBANTU KHU

H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, 5.Pt., MP SUBARNAS, S.Sos, SH, M.SE



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGANDARAN

1. | Meningkatnya Persentase Hasil Pengawasan 100 Persen
penyelenggaraan Nilai LHE AKIP komponen evaluasi 18.38 Poin
pengawasan akuntabilitas kinerja internal

2. | Terselenggaranya Persentase Laporan Penyelenggaraan 100 Persen
Pengawasan dengan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT

3. | Meningkatnya kualitas Indeks Efektivitas Pengendalian 3.010 Poin
perumusan kebijakan, Korupsi (IEPK)
pendampingan, dan Persentase Unit Kerja yang 585 Persen
asistensi melaksanakan Pembangunan Z|

4. | Terlaksananya Persentase Laporan Pendampingan dan 100 Persen
Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan sesuai
Asistensi PKPT

g Program Penyelenggaraan Pengawasan G 856.560.000,00
1.1 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Rp. 856.560.000,00
Tertentu
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Rp. 1.506.367.328,00
dan Asistensi
2.1 Pendampingan dan Asistensi Rp. 1.506.367.328,00
Total Rp. 2.362.927.328,00

Parigi, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

INSPEKTUR INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
-

H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP SUBARNAS, S.Sos, SH, M.SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAT AGUS SANTOSO, S.Sos., M.Si

Jabatan . Inspektur Pembantu |

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama . H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP

Jabatan . Inspektur

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai
Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 13 Maret 2026
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR INSPEKTUR PEMBANTU |

] L~

H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP RAHMAT AGUS SANTOSO, S.Sos., M.Si
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGANDARAN

Meningkatnya Persentase Hasil Pengawasan
penyelenggaraan Nilai LHE AKIP komponen evaluasi 1838 Pain
pengawasan akuntabilitas kinerja internal
2. | Terselenggaranya Persentase Laporan Pengawasan 100 Persen
Pengawasan Internal ] Internal yang dilaksanakan sesuai PKPT
1. Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp. 855.400.000,00
1.1 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal Rp. 885.400.000,00
Total Rp. 855.400.000,00
Parigi, 13 Maret 2026
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR INSPEKTUR PEMBANTU |

' b

H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP RAHMAT AGUS SANTOSO, S.Sos., M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . ASEP JUANDI, S.E., M.Si

Jabatan . Inspektur Pembantu Il

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP

Jabatan . Inspektur

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai
Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 13 Maret 2026
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR INSPEKTUR PEMBANTU lI

H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP ASEP JUANDI, S.E., M.Si



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGANDARAN

Meningkatnya Persentase Hasil Pengawasan 100 Persen
penyelenggaraan Nilai LHE AKIP komponen evaluasi 1838 Poin
pengawasan akuntabilitas kinerja internal
2. | Terselenggaranya Persentase Laporan Pengawasan 100 Persen
Pengawasan Internal Internal yang dilaksanakan sesuai PKPT
1. Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp. 1.043.200.000,00
1.1 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal Rp. 1.043.200.000,00
Total Rp. 1.043.200.000,00

Parigi, 13 Maret 2026
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR INSPEKTUR PEMBANTU I
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H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP ASEP JUANDI, S.E., M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Dr. MARDALENA ZEBUA, SE, MM

Jabatan . Inspektur Pembantu KHUSUS

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama . H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP

Jabatan o Inspektur

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai
Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 13 Maret 2026
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

INSPEKTUR INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

. Ul'

H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP Dr. LENA ZEBUA, SE, MM




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGANDARAN

Meningkatnya Persentase Hasil Pengawasan
penyelenggaraan Nilai LHE AKIP komponen evaluasi 18.38 Poin
pengawasan akuntabilitas kinerja internal
2 Terselenggaranya Persentase Laporan Penyelenggaraan 100 Persen
Pengawasan dengan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT
3 Meningkatnya kualitas Indeks Efektivitas Pengendalian 3.010 Poin
perumusan kebijakan, Korupsi (IEPK)
pendampingan, dan Persentase Unit Kerja yang _ 585 Persen
asistensi melaksanakan Pembangunan Z|
4. | Terlaksananya Persentase Laporan Pendampingan dan 100 Persen
Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan sesuai
Asistensi PKPT
1. Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp. 856.560.000,00
L Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Rp. 856.560.000,00
Tertentu
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Rp. 1.506.367.328,00
dan Asistensi
2.1 | Pendampingan dan Asistensi Rp. 1.506.367.328,00
Total Rp. 2.362.927.328,00 |
Parigi, 13 Maret 2026
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

. Qb-

H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP Dr. MARDALENA ZEBUA, SE, MM



